SALINAN

WALI KOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA PASURUAN,

Menimbang : a. bahwa Perangkat Daerah memegang peranan yang
sangat penting dalam menciptakan pelayanan publik
yang prima guna memajukan kesejahteraan rakyat;

b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan publik
dan pelaksanaan urusan pemerintahan di Kota
Pasuruan perlu dilakukan penataan terhadap
susunan Perangkat Daerah;

c. bahwa Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah dianggap sudah tidak sesuai
dengan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu
dilakukan penyesuaian,;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan
Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal
14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 551);

3. Undang-Undang ...



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat
II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1982 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3241);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang PerangkatDaerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun
2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja
Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun
2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi
Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
451);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun
2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan
Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa
dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 194);

Dengan ...



Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN

Menetapkan :

dan
WALI KOTA PASURUAN

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.

2
3.
4

Daerah adalah Kota Pasuruan.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
Wali Kota adalah Wali Kota Pasuruan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Pasuruan.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota
dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota
Pasuruan.

Dinas adalah Perangkat Daerah yang merupakan
unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

Badan adalah Perangkat Daerah yang merupakan
unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT
adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang
tertentu pada Dinas atau Badan.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat

Daerah.

(2) Perangkat ...



(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri dari:

a. Sekretariat Daerah;
b. Sekretariat DPRD;
c. Inspektorat;

d. Dinas;

Badan; dan

=0

Kecamatan.

BAB III
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (2) huruf a merupakan Sekretariat Daerah
Tipe B.

Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 ayat (2) huruf b merupakan Sekretariat DPRD Tipe
C.

Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(2) huruf ¢ merupakan Inspektorat Tipe B.

Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)
huruf d terdiri atas:

a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, merupakan
Dinas Tipe A yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang pendidikan dan bidang
kebudayaan;

b. Dinas Kesehatan, merupakan Dinas Tipe B, yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
kesehatan;

c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,
merupakan Dinas Tipe B, yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan
penataan ruang, serta bidang pertanahan;

d. Dinas Perumahan Rakyat dan  Kawasan
Permukiman, merupakan Dinas Tipe C, yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
perumahan rakyat dan kawasan permukiman;

e. Dinas Sosial, merupakan Dinas Tipe B, yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
sosial;

f. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro,
merupakan Dinas Tipe B, yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, bidang
koperasi, serta bidang usaha kecil dan menengah;

g. Dinas ...



Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak dan Keluarga Berencana, merupakan Dinas
Tipe A, yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan
dan perlindungan anak, serta bidang pengendalian
penduduk dan keluarga berencana;

Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan
Pertamanan, merupakan Dinas Tipe A, yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
lingkungan hidup;

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
merupakan Dinas Tipe B, yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil;

Dinas Perhubungan, merupakan Dinas Tipe B,
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang perhubungan;

Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik,
merupakan Dinas Tipe B, yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang komunikasi dan
informatika, serta bidang statistik dan bidang
persandian;

Dinas Perindustrian dan Perdagangan, merupakan
Dinas Tipe B, yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang perindustrian dan bidang
perdagangan;

. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu, merupakan Dinas Tipe B, yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
penanaman modal,

Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga,
merupakan Dinas Tipe B, yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang pariwisata, dan
bidang kepemudaan dan olahraga;

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, merupakan
Dinas Tipe B, yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang
kearsipan;

Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan
Pangan, merupakan Dinas Tipe A, yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
pertanian, bidang kelautan dan perikanan, serta
bidang pangan; dan

Satuan Polisi Pamong Praja, merupakan Perangkat
Daerah Tipe B, yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban
umum serta pelindungan masyarakat sub urusan
ketenteraman dan ketertiban umum.

(5) Badan ...



(5) Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)
huruf e, terdiri atas:

a.

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan
Inovasi Daerah, merupakan Badan Tipe A, yang
melaksanakan fungsi penunjang perencanaan serta
penelitian dan pengembangan meliputi Penelitian,
Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan, serta
Invensi dan Inovasi yang terintegrasi di daerah;

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia, merupakan Badan Tipe C, yang
melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian serta
pendidikan dan pelatihan;

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset, merupakan
Badan Tipe B, yang melaksanakan fungsi
penunjang keuangan bidang pengeloaan keuangan
dan aset;

Badan Pendapatan Daerah, merupakan Badan Tipe
C, yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan
bidang pendapatan;

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, merupakan
Badan dengan paling banyak 3 (tiga) bidang, yang
melaksanakan fungsi penunjang urusan
pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
dan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah,
merupakan Badan Klasifikasi B yang
melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan
bencana.

(6) Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(2) huruf f, terdiri atas:

a.

b
c.
d

Kecamatan Gadingrejo, Tipe A;
Kecamatan Panggungrejo, Tipe A;
Kecamatan Bugul Kidul, Tipe A; dan

Kecamatan Purworejo, Tipe A.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan
organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat
Daerah dan wunit kerja di bawahnya diatur dalam
Peraturan Wali Kota.

BAB IV
PEMBENTUKAN UPT

Pasal 5

(1) Pada Dinas dan Badan dapat dibentuk UPT.

(2) Pembentukan ...



(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional
dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota dengan
berdasarkan  ketentuan = peraturan = perundang-
undangan.

Pasal 6

Selain UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5,
terdapat UPT pada Dinas sebagai berikut:

a. bidang pendidikan, berupa satuan pendidikan
formal dan non formal; dan

b. bidang kesehatan, berupa rumah sakit Daerah
sebagai unit organisasi bersifat khusus serta pusat
kesehatan masyarakat sebagai wunit organisasi
bersifat fungsional, yang memberikan layanan
secara profesional.

Rumah Sakit Daerah Kota sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b memiliki otonomi dalam
pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta
bidang kepegawaian.

BAB V
STAF AHLI

Pasal 7

Wali Kota dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3
(tiga) orang staf ahli.

Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Wali Kota dan secara administratif
dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi
persyaratan.

Pengangkatan dan pemberhentian staf ahli dilakukan
oleh Wali Kota.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

UPT yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini
berlaku tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan
terbentuknya UPT baru berdasarkan ketentuan dalam
Peraturan Daerah ini.

(2) Pejabat ...



(2) Pejabat yang ada tetap menduduki jabatan dan
melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkannya
pejabat baru berdasarkan ketentuan dalam Peraturan
Daerah ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

a. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pasuruan
(Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor
02); dan

b. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor
13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan
Nomor 11),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua
peraturan perundang-undangan yang  merupakan
peraturan pelaksanaan dari:

a. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pasuruan
(Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor
02); dan

b. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor
13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan
Nomor 11),

dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti
dan tidak Dbertentangan dengan ketentuan dalam
Peraturan Daerah ini.

Pasal 11
Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus

ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak
Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 12 ...



Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 26 Mei 2025
WALI KOTA PASURUAN,
Ttd.

ADI WIBOWO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 26 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,
Ttd.

RUDIYANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2025 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 55-1/2025

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,
Ttd.

MEIRINA GINA ADRIANA, SH., MH.

Penata Tingkat I
NIP. 19820518 201001 2 021
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

I. UMUM

Kebijakan desentralisasi merupakan bagian penting dalam rangka
perbaikan manajemen pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang
terpusat dengan kondisi geografis yang luas dan penduduk yang banyak
dan beranekaragam dianggap tidak mampu memberikan kesejahteraan
pada masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya penyerahan urusan
pemerintahan kepada pemerintahan tingkat bawah untuk melaksanakan
urusan terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan
pelayanan masyarakat.

Perangkat Daerah merupakan unsur pembantu Kepala Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelanggaraan urusan
pemerintahan yang menjadi wewenang pemerintah daerah. Oleh karena
itu, kehadiran Perangkat Daerah harus mampu memberikan dukungan
dalam keberhasilan implementasi program otonomi daerah. Di samping itu,
Perangkat Daerah memiliki kewajiban untuk melaksanakan berbagai
layanan yang sudah dimandatkan oleh undang-undang, sehingga lingkup
kerja Perangkat Daerah harus mampu mengakomodir seluruh mandat
yang diberikan.

Dalam rangka menyusun kelembagaan pemerintah daerah yang
responsif terhadap perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat yang
makin beragam, maka upaya awal yang dapat dilakukan adalah dengan
mengevaluasi kelembagaan pemerintah daerah yang selama ini diterapkan.
Hasil evaluasi tersebut akan mengakibatkan perubahan Perangkat Daerah,
berupa pembentukan Perangkat Daerah baru, penggabungan Perangkat
Daerah yang telah ada, penghapusan Perangkat Daerah yang telah ada,
dan perubahan fungsi Perangkat Daerah yang telah ada saat ini.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.
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Pasal 6

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik
Daerah meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan

pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan
penatausahaan barang milik Daerah.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 1



